
 

BAB II 

LANDASANTEORI 

A. PenelitianTerdahulu 

 

1. Eka Aulia Putri.(2021).“Implementasi Program Inovasi Desa Kabu-

paten Bengkalis (Studi di Kecamatan Pinggir)” – Universitas Islam 

Riau. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, ob-

servasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imple-

mentasi PID di Kecamatan Pinggir belum Baik. Permasalahan utama 

meliputi lemahnya komunikasi dan sosialisasi program kepada masyara-

kat, rendahnya kompetensi aparatur desa dalam manajemen dan 

pelaporan, administrasi yang tidak tertib, serta partisipasi masyarakat 

yang masih rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan 

implementasi PID dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, peningkatan 

kapasitas SDM, pengelolaan administrasi yang baik, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Mahdalina.(2022).“Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan 

Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara” – STIA Amun-

tai.Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 14 informan me-

lalui teknik snowball sampling. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa im-

plementasi PID belum berjalan Baik. Dari sembilan indikator menurut 

teori Merilee S. Grindle, hanya lima yang sesuai, sementara empat indi-

kator masih belum terpenuhi, terutama terkait pelaksana program, sum-

ber daya, dan aktor yang terlibat. Faktor penghambat implementasi meli- 
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puti keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sedangkan faktor pen-

dukungnya adalah adanya dukungan dari para stakeholder. 

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus, yakni mengkaji 

faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Inovasi De-

sa. Namun, keduanya masih menempatkan kajian inovasi desa pada ranah 

pembangunan desa secara umum dan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

belum menyentuh aspek spesifik seperti bidang kesehatan. 

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan keunikan tersendiri, yaitu 

mengkaji Implementasi Program Inovasi Desa (AKU SAYANG TEGAR) 

Sebagai Inovasi Sosial Dalam Menekan Angka Stunting di Desa Telaga Itar, 

Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Program AKU SAYANG TEGAR 

berfokus pada isu kesehatan ibu dan balita, terutama pencegahan stuntingdan 

peningkatan gizi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

melanjutkan temuan Rahmawati dan Mahdalina terkait faktor penghambat 

seperti rendahnya partisipasi masyarakat atau keterbatasan kapasitas aparatur 

desa, tetapi juga memperkaya khazanah penelitian dengan menyoroti imple-

mentasi inovasi desa di bidang kesehatan. 

B. TinjauanTeoritis 

1. KebijakanPublik 

 

a. PengertianKebijakanPublik 

 

Rahayu kusuma dewi (2016:15-16). Secara singkat, “kebijakan 

publik dapat di artikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan 

keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur berbagai aspek ke-

hidupan manusia, baikdalam lingkup publik maupun privat. Tujuan 

kebjakan kebijakan adalah mengintegrasikan pengetahuan ke dalam 

suatu disiplin yang menyeluruh (overerhcing) untuk menganalisis 

pilihan publik untukdan pengambilan keputusan sehingga ia ikut 

berperan dalam demokratisasi masyarakat.” 
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Istilah kebijakan bukan hal asing bagi kita, dalam kehidupan 

seharihari,istilah kebijakan seringdigunakan secaraluas,misalnya 

Kebijakan Ekonomi Indonesia, Kebijakan Pendidikan Nasional, Ke-

bijakanImporDanEksport,danlainsebagaiya.Kebijakanjugadapatdipak

aiuntuksuatuyanglebihmikro,khususnyakebijakanda-lam 

pemerintahan,sepertiKebijakanPresiden,KebijakanMenteri,Kebijaka

n Gubernur, Kebijakan Bupati/Walikota, dan sebagainya. 

Hayat (2018:13). Secara singkat,“Kebijakan publik adalah 

suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk 

kepentingan bersama.” 

Anderson dalam (Leo Agustino,2016:16).”mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai: "A purposive course of action followed by 

an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of con-

cern." Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah se-

rangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikutidan 

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktoryang berhubungan 

dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.” 

 

Menurut Thomas R. Dye dalam (Abdoellah dan Rusfi-

ana(2016:18)“ menyatakan bahwa public policy itu adalah apapun 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan 

(whatever government chooses to do or not to do).” 

Menurut Ealau dan Prewitt dalam (Suharto,2016:16). “ke-

bijakan publik adalah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh 

pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membu-

atnya maupun pihak yang menaatinya (yang kena kebijakan 

itu).Titmuass mendefinisikan kebijakn sebagai prinsip-prinsip yang 

mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan tujuan tertentu. Ke-

bijakansenantiasa berorientasipada masalah (problem- oriented)dan 

berorientasi pada tindakan ( action-oriented).” 
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Tachjan dalam (Dian Suluh Kusuma Dewi,2022:1).”bahwa 

substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu 

keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu 

sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari 

pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.” 

Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnyamerupakan ketentuan 

yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk men-

capai tujuan sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam ber-

gerak. Dengan kata lain, kebijakan adalah ketetapan yang membuat 

berbagai prinsip untukmengarahkan cara-cara bertindak yangdibuat 

secara terarah dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 

b. Aktorataupelakukebijakan 

 

Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan ke-

bijakandisebut aktor kebijakan. Adapunpelaku atau aktor dalamke-

bijakan publik yakni pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Kebijakn 

publik dipandang sebagai rencangan program yang dikembangkan 

pemerintahan dengan tujuan yang dimilikinya dan serta tahapan im-

plementasi terhadap berbagai aktor yang terlibat. Aktor ini berasal 

dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi dari kalangan 

birokrasi legislatif lembaga peradilan kelompok-kelompok 

penekanan dan organisasi komunikasi. 

1) Pelakuresmi 

 

Pelakuresmiinibisameliputiinstansi-instansipemerintah 

seperti lembagalegislatif,yudikatif,daneksekutif.Sebagailem- 
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baga legislatif mempunyai wewenang untuk membentuk dan 

menyusun kebijakan. Lembaga legislatif ini mempunyai banyak 

suara yang awal kekuasaannya dari banyak pilihan dari publik 

yang memberikan suara. Tentu saja dalam perumusan kebijakan 

harus mengetahui keperluan dan tujuan yang hendak dicapai. 

Maka dari itu, kebijakan publik harus disusun dan diciptakan 

tanpa memberatkan berbagai pihak. 

Setelah kebijakan disusun oleh lembaga legislatif, maka tu-

gas selanjutnya dari lembaga eksekutif ialah melaksanakan dan 

mengeksekusi kebijakan dengan mengimplementasikan kepada 

masyarakat atau pihak publik lainnya. sedangkan lembaga yudi-

katif mempunyai wewenang untuk memberikann masukan dan 

penilaian serta mengawasi dalam pertimbangan sanksi apabila 

mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam tahap implemen-

tasi pada sebuah kebijakan publik. 

2) PelakuTidakResmi 

 

Pelakuiniberasaldariluarlembagaresmiataupihakswasta 

maupun organisasi massa, partai politik dan juga warga negara. 

Pelaku ini tidak memiliki wewenang dalam pembuatan maupun 

penyusunankebijakan.Aktorinimemilikiperanuntukikut serta 

dalam melaksanakan kebijakan serta bisa memberikan masukan 

atau saran sesuai yang mereka inginkan. Tetapi apa yang warga 

sampaikanjugatidakmemungkinkanbahwasaranyangdiberi- 
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kanakanditerima.Pelakupembuatkebijakansudahmempunyai 

target sendiri dalam mengelola tugas-tugasnya. 

c. Tahapkebijakanpublik 

 

Rahayukusumadewi(2016:26-29)prosespembuatankebijakan 

publik dapat dibedakan dalam enam tahapan sebagai berikut : 

 

1. Pendefinisianmasalah 

 

2. Tahappenetuanagenda 

 

3. Perumusanalternatifkebijakan 

4. Pemilihanalternatifkebijakan 

5. Pelaksanaaankebijakan 

 

6. Tapahpenilaiankebijakan 

 

 

d. Faktor-faktoryangmempengaruhikebijakanpublik 

 

Faktorkondisilingkunganyangdipandangbisamemberikan 

pengaruhterhadappelaksanaankebijakan.Faktortersebutberasal dari 

faktor sistem politik, sistem ekonomi, dan nilai-nilai sosial bu-

daya.Faktorterhadapsistempolitikbersangkutandengantata 

pemerintahanmaupunadministrasinya. Banyak pihak yangmemper-

hatikanbagaimanacaramengelola perumusankebijakan.Pemerintah 

bisamembentuksuatukebijakandenganbantuanpublikataumasyarakat 

dan kinerja oleh pemerintahjuga dinilai implemetasinya. Faktor 

ekonomi, biasanya pelaksanaan proses kebijakan 

ekonomiberadadipasardanjugaperusahaan.Merekamengimple-

mentasikancarasepertilingkungannya.Sepertiekonomipasar 
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dipasar jual beli, dengan saling berinteraksi dan melakukan 

kegiatannya dengan kebijakan yang ditetapkan pada awal. Faktor 

lingkungan, yakni faktor yang mempengaruhi implementasi ke-

bijakan publik yang bersangkutan dengan masyarakat atau publik. 

Faktor lingkungan ini lebih menyudut ke warga negara atau 

masyarakat yang lebih banyak. 

 

2. KonsepImplementasi 

 

a. PengertianImplementasi 

 

Deddy Mulyadi (2016:26).”Implementasi suatu kebijakan pada 

dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat 

multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi 

implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyara-

kat.” 

Apabila pengertian implementasi tersebut di rangkaikan dengan 

kebijakan publik, kata “ implemetasi” kebijakan publik dapat di-

artikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu ke-

bijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan pengunaan sa-

rana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, da-

lam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan 

tahapanyangbersifat praktisdan dibedakandari formulasi kebijakan 

yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. 

MenurutGeorgeC.EdwardsIIIdalam(Subarsono,2015:90) 

 

.“Keberhasilanimplementasikebijakandipengaruhiolehempat 
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faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, 

dan struktur birokrasi.” 

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Riant Nugroho 2016:201) 

“Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua hal uta-

ma, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks pelaksa-

naannya (context of implementation).” 

Implementasi kebijakan merupakan proses dalam 

melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-

undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah 

eksekutif atau dekrit presiden dan/atau pernyataan politik pejabat. 

Menurut Edwards dalam (Chazali,2016:216),”studi implementa-

sikebijakanadalakrusialbagipublikadministrationandpublicpoli-

cy.Implementasikebijakanadalahtahapanpembuatankebijakandan 

konsekuensi-konsekuensi kenijakan bagi masyarakat yang di-

pengaruhinya.” 

Daniel A. Marmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Rahayu 

Kusuma Dewi,2016:154).”mengemukakanbahwa implementasi ada-

lah memahami apa yangsesungguhnya terjadi setelah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian im-

plementasi kebijakan, yakni kejadian dan kegiatan yang timbul 

sesudah disahkannya pedoman kebijakan Negara yang mencakup 

baik usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat 

atau dampak nyata pada masyarakat ataukegiatan dan program yang 

sedang atau akan dilaksanakan.” 

 

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan 

adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu 

dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang dan 

kemudiandidiamkandantidakdilaksanakanataudimplementasikan, 
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tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan 

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan Implementasi 

kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan ter-

tentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertenta 

Van Meter dan Van Horn dalam Joko Pramono, 

(2020:3).”mendefinisikanimplementasikebijakanpubliksebagai 

tindakan-tindakandalamkeputusan-keputusansebelumnya.Tinda-kan-

tindakaninimencakupusaha-usahauntukmengubahkeputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun wak-

tutertentumaupundalamrangkamelanjutkanwaha-usahauntuk 

mencapaiperubahanbesardankecilyangditetapkanolehkeputusan-

keputusankebijakanyangdilakukan  olehorganisasi  publikyangdia-

rahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.” 

 

b. Faktor-faktoryangMempengaruhi Implementasi 

Implementasikebijakanadalahprosespenerapankebijakanyang 

telah dirancang oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya. 

ProsesImplementasikebijakanpublikakanberhasiljikadidalamnya ada 

komunikasi yangbaik antar Implementator denyan pihak terkait, 

kesiapan sumber daya yang dimiliki, sikap birokrasi atau pelaksana 

yang mendukung serta struktur organisasi yang mendukung imple-

mentasi pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Dalam implementasi 

kebijakan atau program terdapat dua kategori faktor yang bekerja 

serta mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi proyek yaitu 

(Budi Winarno, 2020:50): 

1. Faktorpendorong(facilitatingconditions) 

Kondisi-kondisiataufaktorpendorong.MenurutMar-

wick,’facilitating conditions’ for implementation, terdiri dari: 
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1) Commitment ofpolitical leaders, Komitmen PimpinanPolitik 

dalam praktik: utamanya komitmen dari pimpinan 

pemerintah, karenapimpinanpemerintahhakekatnyatercakup 

dalam pimpinan politik yang berkuasa 

2) Organizational capacity, Kemampuan organisasi: tahap im-

plementasi program atau proyek, hakekatnya dapat dimaknai 

sebagai kemampuan guna melaksanakan tugas yang seha-

rusnya, sebagaiman telah ditetapkan atau dibebankan pada 

salah satuunit organisasi. Kemampuan organisasi (Organiza-

tional Capacity) meliputi tiga unsur pokok: (i) kemampuan 

teknis; (ii) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan or-

ganisasi lain yang beroperasi dalam sektor yang sama; (iii) 

adanya keinginan kuat untuk mengembangkan 'SOP": 

"Standard Operating Procedures" yaitu pedoman tata aliran 

kerja dalam pelaksanaan serta cara memecahkan permasala-

han yang timbul dalam pelaksanaan proyek di lapangan 

3) TheCommitment of implementers,Komitmen pelaksana (im-

plementors):salahsatuasumsiyangkerapkali keliru,yakni 

apabilapimpinantelahsiapuntukbergerak,makabawahan 

akanmengikuti.Realitasbahwakesediaandankemauan 

bawahanuntukmengerjakandanmelaksanakan(tocarryout)suatu

kebijakanyangtelahdisetujuibervariatif,sertadi-pengaruhi oleh 

faktor psikologis, budaya serta birokratisme. 

2. Faktorpenghambat(impendingconditions) 
Tidakadasuaturencanapembangunanyangdalam 

pelaksanaannyaterlepasdaripengaruhkekuatanpolitik,histor-

is/sejarahataupunnilaisosialbudaya.Kondisiataufaktorpengham

bat.Adapunfactor-faktoryangsecarateoritikmen-

imbulkanhambatanterhadapimplementasiprogrampem-

bangunan, yakni: 

 

(a). Banyaknya 'pemain' (actors) yang terlibat. Semakin banyak 

pihak yang terlibat serta ikut mempengaruhi implementasi, 

maka semakin rumit komunikasi dalam proses pengambilan 

keputusan, sehingga semakin besar potensi terjadinya 

'delay'hambatan dalam proses implementasi. 

(b). Terdapatnyakomitmenatauloyalitasganda. 
(1).Dalambanyakkasus,pihakyangterlibatsertaikutmenentukan

dalamproyek-proyekpembangunan,telah 

menyetujuisuatuproyek,akantetapiimplementasinya 

mengalamipenundaankarenaadanyakomitmenterhadap 

proyek atau program lainnya. 

(2) Seringkali seseorang yang seharusnya berperan untuk 

keberhasilan proyek tersebut, tidak memiliki cukup per-

hatian. hanya semata-mata karena tidak memiliki cukup 

waktu, mengingat seluruh waktunya habis untuk tugas-

tugas lainnya. 
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(c). Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri (intrinsic-

complexity). Dalam hal ini berupa faktor teknis (technical 

complexity), pengadaan bahan (supply complexity) dan 

faktor perilaku pelaksanaan atau masyarakat (behavioral 

complexity). 

(d). Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Se-

makin banyak jenjang serta letak pengambilan keputusan, 

diperlukan untuk persetujuan sebelum rencana proyek dil-

aksanakan. Demikianpula pada tahap operasional, penyalu-

ranserta kontribusiyang54dibutuhkan, memerluka banyak 

waktu, karena membutuhkan persetujuan dari berbagai 

pihak. 

(e). Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan. Semakin 

panjang waktu yang diperlukan mulai tahap penyusunan 

rencana dengan pelaksanaan, maka semakin besar kemung-

kinan implementasi menghadapi hambatan, terlebih apabila 

terjadi perubahan kebijakan 

 

1) Model-modelimplementasikebijakan 

1) ModelDonaldVanMeterdanCarlVanHorn 

 

Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam 

Riant Nugroho(2016:219) Model ini mengandalkan bahwa 

implementasi berkerja secara dengan proses kebijakan. 

Menurut Van Metter & Van Horn yang mempengaruhi 

kinerja implementasi kebijakan publik. 

a) Standardansasarankebijakan 

 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan 

terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan 

sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi inter-

prestasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para 

agen implementasi. 

b) Sumberdaya 
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Implementasi kebijakan perlu dukungan sum-

berdayabaiksumberdayamanusiamaupunsumberdaya 

non manusia. 

c) Hubunganantarorganisasi 

 

Dalam banyak program, implementasi sebuah pro-

gram perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi 

lain.Untukitudiperlukankoordinasi dankerjasama an-tar 

instansi bagi keberhasilan suatu program. 

d) Karakteristikagenpelaksana 

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana ada-

lah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, danpo-

la-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang 

semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu 

program. 

e) Kondisisosial,politik,danekonomi 

 

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi ling-

kunganyangdapatmendukungkeberhasilanimplemen- 

tasikebijakan,karakteristikpartisispan,yaknimen-dukung 

atau menolak bagaimana sifat opinipublikyang 

adadiJingkungan,danapakahalitepolitik men-dukung 

implementasi kebijakan 

f) Disposisiimplementor 

 

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang 

penting,yakni:(a)Responsimplementorterhadapke- 
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bijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk 

melaksanakan kebijakan, (b) kognisis, yakni pema-

hamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas dispo-

sisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki 

oleh implementor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) TeoriGeorgeC.EdwardsIII 

 

Gambar2.2 

FaktorPenentuImplementasiMenurutEdwardlll 

Sumber:Ag.Subarsono,2021: 91 

 

DalamSubarsono (2015:90-92) pandangan EdwardsIII, 

implementasi kebijakan dipengaruhi Oleh empat varia-bel, 

yakni komunikasi, sumberdaya,disposisi,dan struktur 

birokrasi 

a) Komunikasi 

 

 

 

 

 
Sumberdaya 

 

 

Sikap 

(Disposisi) 

Struktur 

Birokrasi 

 

Implementasi 

Komunikasi 
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Keberhasilanimplementasikebijakanmensyarat-kan 

agarimplememormengetahui apayangharus dil-

akukan.Apayangmenjaditujuandansasaranke-bijakan 

harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

sehinggaakanmengurangidistoriimplementasi.Apabi-la 

tujuandansasaransuatukebijakantidakjelasataubahkan 

tidaak diketahui sama sekali oleh kelompok sa-

sacan,makakemungkinanakanterjadirisistensidari 

kelompok sasaran. 

b) Sumberdaya 

Walaupunisikebijakansudahdikomunikasikan 

secarajelasdankonsiten,tetapiapabilaimplementor 

kekurangansumberdayauntukmelaksanakan,imple-

mentasitidakakanefektif.Sumberdayatersebutber-

wujudsumberdayamanusia,yaknikompetensiimple-

mentor,dansumberdayafinansial Sumberdayaadalah 

faktor penting untuk implementasikebijakan agar efek-

tif.Tanpasumberdaya,kebijakanhanyatinggaldikertas 

menjadi dokumen saja 

c) Disposisi 

 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang di-

miliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran 

sifat demokratis. Apabila implementor disposisi yang, 

maka dia kandapatmenjalankankebijakandenganbaik 
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seperti apa yang dinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Ketika implementormemilikisikapatauperspektifyang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif 

d) StrukturBirokrasi 

 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplemen-

tasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek 

struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 

adanya prosedur operasi yang standar (standard operat-

ing procedurs atau SOP), SOP menjadi pendoman bagi 

setiap implementor dalam bertindak 

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan 

red-tape, yakni prosedur birokrasi yangrumit dan kom-

pleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas or-

ganisasi tidak fleksibel. 

3) TeoriMenleeS.Grindle 

 

DalamSubarsono(2015:93).”Keberhasilanimplementasimenurut 

MerileeS.Grindledipengaruhi oleh duavariabelbesar,yakni isi ke-

bijakandan lingkungan implementasisepertipada gambar dibawahini, 

variabelisikebijakaninimencakup:(a)sejauhmanakepentingan 

kelompok sasaran termuat dalam isikebijakan, (b) jenis manfaat yang 

diterima oleh sasaran, (c) sejauhmana perubahan yang dinginkan dari 

sebuahkebijakan,(d)apakahletaksebuahprogram sudahtepat,(e) apakah 

sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, 

dan (f) apakah sebuah programdidukung oleh sumberdaya yang 

memadai.” 
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Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup (a)seberapa 

besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (b)karakteristik in-

stitusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan (c) tingkat kepatuhan dan 

responsivitas kelompok sasaran. 

3. KonsepPotensiDesa 

 

Pembangunan sosial merupakan perubahan yang direncanakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan 

struktur sosial, nilai, dan norma yang berlaku.Pembangunan ekonomi 

bukan hanya peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga peningkatan 

taraf hidup manusia, pemerataan kesejahteraan, dan kesempatan ber-

partisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan 

melaluiproses partisipatif yang menumbuhkan kesadaran, solidaritas,dan 

kemandirian dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

Menurut Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang pedoman 

penyusunan dan pendayagunaan data prodeskel. Potensi desa adalah 

keseluruhan sumber daya yangdimiliki atau digunakan oleh desa dan ke-

lurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan 

maupun sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan kesejahter-

aan masyarakat. Pada Permendagri No. 12 Tahun 2007 pasal 5 potensi 

desa itu teridiri atas sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia 

(SDM), sumber daya kelembagaan, dan sarana dan prasana yang mana 

jika ke empat potensi ini digali maka akan dapat meningkatkan kese-

jahteraan masyarakatnya. 
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Peningkatankesejahteraanmelalui Baikisasipotensidesamenjadi 

solusi pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Dengan ke-

mandirian melalui Baikisasi potensi desa, kesejahteraan masyarakat desa 

diharapkan menjadi lebih terukur. 

4. KonsepProgramInovasiDesa(AKUSAYANGTEGAR) 

 

Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu kebijakan strate-

gisyangdiluncurkanolehKementerianDesa,PembangunanDaerahTertingga

l, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sejak tahun 2017. Pro-

graminibertujuanuntukmeningkatkankualitaspembangunandesa,memperk

uatkemandirianekonomimasyarakat,sertamendoronglahirnya 

inovasilokalyangsesuaidengankebutuhandesa(KemendesaPDTT, 2017). 

Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-

UndangNomor 6Tahun2014tentangDesa, yangmenyatakanbahwade-sa 

mempunyai kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan prinsip partisipatif 

dan berkelanjutan (UU No. 6 Tahun 2014). Selain itu, implementasi PID 

juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten-

tang peraturan pelaksanaan undang-undang desa, serta permendesaPDTT 

Nomor 19 Tahun 2017 mengenai penetapan prioritas penggunaan dana 

desa tahun 2018 yang menjadi pijakan awal lahirnya PID. 

Dalam konteks penelitian ini, Program Inovasi Desa (AKU SA-

YANGTEGAR) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Taba-

longmerupakansalahsatubentukinovasisosialyangdifokuskanpada 
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upaya pencegahan stunting, pembinaan remaja, serta penguatan keluarga 

unggul. Program ini tidak sekadar menekankan pembangunan fisik desa, 

tetapi lebih menitikberatkan pada pembangunan manusia (human devel-

opment) sebagai strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program AKU SAYANG 

TEGAR diwujudkan melalui kegiatan yang terintegrasi, antara lain 

pengelolaan pengetahuan lokal, pendampingan teknis masyarakat desa, 

serta penguatan kelembagaan. Fokus utama diarahkan pada bidang-

bidang berikut: 

a. Pencegahan dan Penanganan Stunting, melalui edukasi gizi seim-

bang, pendampingan ibu hamil dan balita, serta pemeriksaan 

kesehatan rutin. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan na-

sional dalam menurunkan angka stunting di pedesaan (Kemendesa 

PDTT, 2018). 

b. Pembinaan Remaja, dengan memberikan edukasi tentang kesehatan 

reproduksi, keterampilan hidup (life skills), dan pembentukan karak-

ter kemandirian. Remaja dipersiapkan menjadi generasi sehat dan 

berdaya saing yang berperan penting dalam pembangunan desa 

(BKKBN, 2020). 

c. Penguatan Keluarga Unggul, melalui pelatihan pengelolaanekonomi 

keluarga, pemberdayaan ibu dalam kegiatan produktif, serta pem-

binaan pola asuh anak. Keluarga diposisikan sebagai pondasi utama 

untukmencetakgenerasiyangsehat,cerdas,danberkualitas(UU 
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No.52Tahun2009tentangPerkembanganKependudukandanPem-

bangunan Keluarga). 

Dengan demikian,Program Inovasi Desa (AKU SAYANG TEGAR) 

merupakanwujudnyataimplementasiPIDyangrelevandengankebu-

tuhanmasyarakatDesaTelagaItar.Programinimenitikberatkanpada 

pembangunanmanusia,pencegahanstunting,pembinaanremaja,dan 

penguatankeluargaunggulsebagaifondasiuntukmewujudkandesayangsehat, 

mandiri, produktif, dan berkelanjutan. 

5. KonsepPendampingDesa 

Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan 

imajinasi tentang desa baru yang ditegaskan oleh UU Desa, sebagai arah 

perubahan desa yang berkelanjutan di masa depan. Perubahan desa itu 

terjai karena adanya pembelajaran, pengorganisasian maupun pendamp-

ingan. Pendampingan menjadi modalitas penting bagi perubahan desa. 

UU No.6/2014 telah memberikan amanat pemberdayaan melalui pen-

dampingan desa. Adapun tujuan dari pendampingan desa meliputi: 

a. Meningkatkankapasitas,efektifitasdanakuntabilitaspemerintahan desa 

dan pembangunan desa 

b. Meningkatkanprakarsa,kesadarandanpartisipasimasyarakatdesa 

dalam pembangunan desa yang partisipatif 

c. Meningkatkansinergiprogrampembangunandesaantarsektor 

d. MengBaikkanasetlokaldesasecaraemansipatoris 

 

Berdasarkan Keputusan MenteriDesa Nomor 40 tahun 2021 tentang 

petunjukteknispendampinganmasyarakatdesa,pendampingandesaada- 



31 
 

 

 

lah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas 

pemerintahandesa,pembangunandesa,pembentukandanpengembangan 

badanusahamilikdesadanataubadanusahamilikdesabersa-

ma,peningkatansinergitasprogramdankegiatandesa,sertakerjasama antar 

desa utuk mendukung pencapaian SDGs desa. 

Tujuan utama dari pendamping desa adalah mengawal implementasi 

UU Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa dengan cara mem-

berdayakan masyarakat dan melahirkan kader-kader pembangunan desa 

yang baru. Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pen-

dampingan Desa, rincian tugas dari pemdamping desa adalah: 

a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peman-

tauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan so-

sial dasar, pengembangan usaha ekonomidesa, pendayagunaan sum-

ber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan 

prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa 

c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa 

d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok 

masyarakat desa 

e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan 

masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pem-

bangunan desa yang baru 
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f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara 

partisipatif 

g. Melakukan koordinasi pemdampingan di tingkat kecamatan dam 

memfasilitasi laporanpelaksanaanpendampingan olehcamatkepada 

pemerintah kabupaten/kota. 

Pendamping desa memiliki tugas berat karena tidak hanya sebagai 

pendamping, tetapi juga sebagai pengawas atau pemantau terhadap 

pelaksanaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh pendamping 

desa dapat dilakukansejakperencanaansampaidenganpelaksanaandana 

desa selesai 

C. KerangkaPemikiran 

ProgramInovasiDesa (PID)merupakankebijakanyangdiluncurkanoleh 

KementerianDesa,pembangunandaerahtertinggal,danTransmigrasi(Ke-

mendesa PDTT) sejak tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan kualitas pem-

bangunan desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa.Programinidirancangagardesa mampumengembangkanpotensilokal, 

meningkatkan produktivitasmasyarakat,memperkuat kemandirian ekonomi, 

sertamempersiapkanpembangunansumber dayamanusia yang berdayasaing. 

Dalamkontekspenelitianini,ProgramInovasiDesa(AKUSAYANG 

TEGAR)SebagaiInovasiSosialDalamMenekanAngkaStuntingdiDesa 

TelagaItarKecamatanKeluaKabupatenTabalongmerupakansalahsatuben-tuk 

inovasisosialyangdifokuskanpadapencegahanstunting,pembinaanremaja, 

danpenguatankeluargaunggul.Programinitidak hanyaberorientasi 
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pada pembangunan infrastruktur, melainkan menitik beratkan pada pem-

bangunan manusia (human development) agar tercipta generasi sehat, cerdas, 

dan produktif. 

Namun, implementasi program di tingkat desa tentu tidak lepas dari 

berbagai kendala maupun faktor pendukung. Untuk menganalisis keberhasi-

lan implementasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori George C. Ed-

wards III (Rahayu kusuma dewi,2016:167) yang menekankan bahwa keber-

hasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: 

1. Komunikasi 
Keberhasilan program sangat ditentukanoleh sejauhmana kebijakan 

dan tujuan program disosialisasikan kepada masyarakat. komunikasi 

mencakup penyampaian informasi tentang pentingnya pencegahan stunt-

ing, pembinaan remaja, dan peran keluarga dalam membangun kualitas 

generasi. 

2. SumberDaya 

Implementasiprogram membutuhkanketersediaan sumber daya,baik 

berupa dana, sarana prasarana, maupun kualitas sumber daya manu-sia. 

Pada sumber daya ini mencakup ketersediaan tenaga kesehatan,kader 

desa, serta dukungan dana dari pemerintah desa maupun pihak terkait. 

3. DisposisiatauSikapPelaksana 
Sikap dan komitmen aparat desa serta pelaksana program sangat 

memengaruhi keberhasilan implementasi. Jika aparat desa memiliki 

komitmen kuat dalam mendukung program, maka kegiatan pencegahan 

stunting,pembinaanremaja,danpenguatankeluargadapatberjalan Baik. 

4. StrukturBirokrasi 
Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh adanya struktur 

organisasi yang jelas, prosedur yang sederhana, serta koordinasi antar 

pelaksana program. struktur birokrasi mencakup peran pemerintah desa, 

kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga desa lain yang harus 

bekerja secara terkoordinasi. 

Dengan demikian, melalui teori George C. Edwards III (Rahayu 

kusuma dewi,2016:167),”implementasi Program Inovasi Desa (AKU 

SAYANG TEGAR) di Desa Telaga Itar dapat dianalisis secara men-

dalam, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, maupun 

struktur birokrasi. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat implementasi, sekaligus memberikan gam-

baran mengenai sejauh mana tujuan programdalam pencegahan stunting, 

pembinaan remaja, dan penguatan keluarga unggul dapat tercapai.” 



34 
 

 

 

 

Berdasarkanuraiankerangkapemikirantersebut,makadapatdigam-

barkan model kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

KerangkaPemikiran 

 
menariksertajadwalsering 

FenomenaMasalah: 

1. KurangPengetahuanGizi:Ibu 

balita kurang paham gizi 

seimbangdankebersihanka-

rena minim informasi. 

2. Partisipasi Rendah: Warga 

kurang terlibat akibat sosial-

isasi yang minim. 

3. MinatRemajaRendah: 

Remaja sibuk sekolah dan 

anggapprogramkurang 

 

GeorgeC.EdwardsIIIdalam 

(Ra-hayuKusumaDewi,2016:167) 
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2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. StrukturBirokrasi 

DesaTelagaItar KecamatanKeluaKabupatenTabalong 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Keputusan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 

2019tentang PedomanUmumProgramInovasiDesa merupakandasar hukum 

pelaksanaan Program Inovasi Desa yang memberi kewenangan kepada desa 

untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya melalui berbagai 

program pemberdayaan. 

bentrok. 

IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI DESA (AKU SAYANG TE-GAR) 

SEBAGAIINOVASISOSIALDALAMMENEKANANGKASTUNTINGDIDESA 

TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA 

KABUPATENTABALONG 

Faktor-faktorapasaja yang mempengaruhiImplementasiProgramInovasiDesa(Aku 

Sayang Tegar) Sebagai Inovasi Sosial Dalam Menekan Angka Stunting Di Desa 

Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong 
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